
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.790, 2017 KEMENSOS. Standar Habilitasi dan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG 

DISABILITAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mewujudkan hak habilitasi dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang disabilitas, perlu dilakukan 

upaya penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang disabilitas yang memenuhi 

standar; 

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial 

sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

penyandang disabilitas sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Habilitasi dan 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;  

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5251); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3754);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);  

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 
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9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR 

HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG 

DISABILITAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang 

dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu 

program kegiatan 

2. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh 

yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak 

ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan 

keterampilan agar dapat mencapai kemampuan 

fungsionalnya. 

3. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam 

kehidupan masyarakat.  

4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.  

5. Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang 

dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu 

program kegiatan pelayanan minimal yang harus 
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dilaksanakan dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga.  

6. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah 

lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi 

Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh 

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun 

masyarakat. 

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat 

LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial 

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  

8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, 

baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang 

memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan 

kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik 

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial.  

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang 

dididik dan dilatih secara profesional untuk 

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup 

kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.  

10. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok 

masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial 

maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi 

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial 

bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak 

sendiri dengan atau tanpa imbalan.  

 

Pasal 2 

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di dalam dan 
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di luar Lembaga bagi pelaksana dan pemangku kepentingan 

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan 

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 

menurut ragam disabilitasnya.  

 

Pasal 3 

Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas bertujuan:  

a. memberikan pemahaman kepada pelaksana dan 

pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyediaan 

layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas; 

b. mewujudkan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang 

berkualitas;  

c. menjamin terlaksananya mekanisme kerja yang efektif 

dan efisien; dan 

d. mewujudkan terpenuhinya penghormatan, pelindungan, 

dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.  

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi standar 

Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di 

dalam dan luar Lembaga. 
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